
   

 

 
WALIKOTA PALEMBANG 

PROVINSI SUMATERA SELATAN 
 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 

 

NOMOR    24  TAHUN  2020 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA PALEMBANG, 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota 

Palembang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa 
Umum Penyelenggaraan Transportasi, tarif retribusi dapat 

ditinjau kembali dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 

Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

  3.  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia      
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5025);    

  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9       
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran 

Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

  6.  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang 

Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5371); 

7. Peraturan Pemerintah........ 

      SALINAN 



  

 

  7.  Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara 
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan 

Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346); 

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan 

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  
Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5594); 

 9.  Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 

tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296); 

 10.  Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 

2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus 
Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 

2922/AJ.402/DRJD/2018 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus 
Uji tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal 

Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang 

Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor; 
 11.  Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa 

Umum Penyelenggaraan Transportasi (Lembaran Daerah Kota 

Palembang Tahun 2011 Nomor 16 Seri C); 

   
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI 
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Kota adalah Kota Palembang. 

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang. 
3. Walikota adalah Walikota Palembang. 

4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Palembang. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang. 
6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta 

gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan 

digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan 
lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya 

energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang 

bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang 
dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak 

melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang 

dioperasikan di air. 

7. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan, yang selanjutnya disebut JBB, 
adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya 

yang diperbolehkan menurut rancangannya. 

8. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut 
Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan 

secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor. 

 
 

9. Penguji........ 





   

LAMPIRAN 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 
NOMOR               TAHUN 2020 

TENTANG PERUBAHAN TARIF 

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN 
BERMOTOR 

 

 
TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 

 

NO JENIS TARIF KETERANGAN 

1 Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 

 a. Mobil Bus Umum dan Mobil Tak 
Umum 

Rp.100.000,- Per 6 bulan 

b. Mobil Penumpang Umum Rp.80.000,- Per 6 bulan 

c. Mobil Barang Umum dan Tak Umum Rp.100.000,- Per 6 bulan 

d. Mobil Khusus Rp.100.000,- Per 6 bulan 

e. Kereta Gandengan dan Kereta 
Tempelan 

Rp.120.000,- Per 6 bulan 

2 Biaya Administrasi 

 
a. Permohonan Rp.3.500,- 

 

b. Buku Uji/Kartu Uji Rp.25.000,- 
 

c. 1 (satu) pasang plat uji (plat keur) Rp.5.000,- 
 

 

 

     WALIKOTA  PALEMBANG, 
      

 

      ttd   
  

        HARNOJOYO 

 
     


